
3. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1985 ten.tang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lerribarari Negarr, Republik 
Indonesia J\J omor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara. Pidana (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76 ,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

JVIengingat 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam 
Lingkurigan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1092); 

dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan 
Daerah Kota Medan tentang Per uba h an Atas Peraturan 
Daerah Kota Medan Nornor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaar.: 

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairncna dirnaksud 

b. bahwa keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
terjadi karena cara menghitung besaran nilai pajak 
berbeda dari tahun sebelumnya; 

a. bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan 
Norn.or 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan telah menimbulkan ke beratan di 
masyarakat Kota Medan karena Nilai Pajak Bumi dan 
Bangunan naik secara signifikan dari tahun sebelumnya; 

Menimbang T I 

[ Ii.· 
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10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara· Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 ,Tambahan Lembaga 
Negara Rep'ublik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undarig Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
.Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4437), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang _Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun · 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

[· 

·6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nornor 27, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4189); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua 
·Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang 
Penagihan Pajak Dengan . Surat Paksa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 129, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

11. Peraturan Pemerintah Nornor 22 Tahun 1973 tentang 
Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3005); 
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18. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi clan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Norn.or 4 737); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan clan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 · Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 · Ta.hun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah · Nomor 135 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Pena.giha.n Pajak 
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 · Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia N omor 4049); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah 
Kabupaten-Kabupaten Dati II Simalungun, Dairi, Tapanuli 
Selatan, .Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, 
Langkat, dan Wilayah Kotamadya Dati II -Medan Dalam 
Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang 
Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardingding di · 
Wilayah Kab. Dati II Karo, Kecamatan Perna.tang Bandar, 
Huta bayu Raja dan. Ujung Padang di Wilayah Kab. Dati II 
Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kab. Dati II 
Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, 
Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan 
Selayang, Medan Amplas, dan Medan Area di Wilayah 
Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propin si Dati I 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1991 Nomor 67); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomo:r 58 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pernerinta.h Nomor 27 
Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 

,' 
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PERATURAN DAERAH TENTANG . PERUBA_HAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 

Men.etapkan 

MEMUTUSKAN : 

De ngan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN 

dan 
WALIKOTA MEDAN 

25. Pera.turari .Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 
tentang ·. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan 
Norn.or 3). 

24. Peraturan Daera.h Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota 
Medan Tahun ,2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Medan Nomor 2) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan 
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8); 

23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 
teritang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran 
Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2); 

I~ ( 

. 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang · 
.Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan 

. Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib 
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 153); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
. Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

20. Peraturan Pemerintah Nornor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pernungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daer'ah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara .Republik Indonesia Nomor 5161); 
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Pasal 31 
. (l)Kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan clan 

perkotaan yang tclah dibayar oleh wajib pajak sebelum diundangkannya 
· Peraturan Daerah ini, dikompensasikan kepada pembayaran pajak burni 

· .daribariguraan perdesaan clan perkotaan tahun berikutnya. 

3. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut: 

. (2) Hasil. perhitungan besaran pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan 
dan perkotaan yang terutang sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
ditetapkan minimal sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). 

Pasal 6 
(1) Besaran pokok pajak bumi clan bangunan perdesaan dan perkotaan yang 

terutang dihitung clengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud 
. dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dengan 
dasar pengenaan Pajak se bagaimana dimaksud dalam Pas al 4 aya t ( 1) 
setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana 
dimaksud clalam Pasal 2 ayat (5) . 

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 5 
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan 
sebagai berikut: 
a. untuk NJOP sampai dengan Rp 499.999.999,00 (empat ratus sembilan 

puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu 
sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ditetapkan sebesar 
0, 115% (nol koma seratus lima belas persen) per tahun; 

b. untuk NJOP Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan 
Rp 999.999.999,00 (sernbilan ratus · sembilan puluh sembilan juta 
sernbilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan 
puluh sernbilan rupiah) ditetapkan sebesar 0, 125% (nol koma seratus 
dua puluh lima persen) per tahun; 

c. untuk NJOP Rp L000.000.000,00· (satu milyar rupiah) sampai dengan 
· Rp 1.999.999.999,00 · (satu milyar sernbilan ratus sembi1an puluh 
serribilan j uta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan 
ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ditetapkan sebesar 0,215% (nol 
koma clua ratus lima belas persen) per tahun; 

d. · untuk NJOP Rp 2.000.000.000,00 (clua milyar rupiah) sampai dengan 
Rp 3.999.999.999,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh 
sembilan juta sembilan ratus sernbilan puluh sembilan ribu sernbilan 
ratus sembilan puluh sembilan rupiah) clitetapkan _sebesar 0,225% (nol 
korna dua ratus clua puluh lima persen) per tahun: clan 

e. untuk NJOP diatas Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) 
ditetapkari sebesar 0,275% (nol koma clua ratus tujuh puluh lima 
persen) · per tahun. 

11·r 
\l.1 

1. Ketentuan Pasal 5 -diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

PasalI 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Pajak Bumi clan Bangunan Perclesaan clan Perkotaari (Lembaran Daerah Kota 
Medan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan 
Nomor 3) diubah sebagai berikut: 
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AERAH KOTA MEDAN, 

2012 
Diundangkan di Medan 
Pada tanggal 16 Ag,Js\ur., 

RAHUDMAN HARAHAP 

ttd. 

WALIKOTA MEDAN, 

Ditetapkan di Medan 
Pada tanggal 1 u AG"u$; tus. 2012 

Pasal II 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kata 
Medan. · 

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara komperisasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Walikota. 
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TAMBAHAN LEMl3ARAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5 

Pasal II 
Cukup jelas. 

Pasal I 
Cukup jelas. 

H. PASAL DEMI PASAL r•I I: \!Jl,: 

Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam pengenaan 
Pajak Daerah sehubungan dengan hak atas bumi dan/ atau perolehan manfaat 
atas bumi clan/ atau kepemilikan, penguasaan dan/ atau perolehan manfaat 
atas ·bangunan. Selain itu dengan berlakunya. Peraturan Daerah ini diharapkan 
dapat memberikan kesadaran, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat 
untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan 
kemampuannya, 

· Bahwa Peraturari Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilakukan perubahan 

.melalui hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kata Medan. 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak 
Kabupaten/Kota, sehingga Pemerintah Kota Medan berwenang memungut 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. · 

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang 
memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan 
keuangan Daerah dalarn mernbiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
dan pelayarian umum. 

I. UMUM · 

TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN 

NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

PENJELASAN 
ATAS 

PERA TURAN DAERAH KOTA MEDAN 
NOMOR 6 TAHUN 2012 

. ' .. ,{ 


